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ABSTRAK 

 

Dewi Maharani Emba, 2023, dengan judul “Penerapan Prinsip Good Govern-

ance Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Pe-

rumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar”. Dibimbing oleh bapak Dr. 

Abdi, M. Pd dan bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M. Si, 

 

Penerapan good governance atau kepemerintahan yang baik dapat dijadikan se-

bagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan prinsip good 

governance Bidang Prasarana, Sarana dan Utilita (PSU) Perumahan di Dinas Pe-

rumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Salah satu masalah yang ter-

jadi yaitu saat turun ke lapangan untuk pemasangan spanduk yang dimana 

masyarakat masih bingung dan khawatir saat adanya pemberitahuan berdasarkan 

UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman Pasal 47 

mengenai Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang belum menye-

rahkan Fasum Fasos dari pengembang ke Pemerintah Kota. Penelitian ini dil-

akukan dengan melakukan wawancara langsung dengan informan dan dokumen-

tasi sejumlah informan dengan mengacu pada prinsip-prinsip good governance 

menurut Sedarmayanti, 2004:7 dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri 

dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip good governance 

di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan sudah terpenuhi wa-

laupun masih dalam proses berjalan. 

 

Kata Kunci : Penerapan, Prinsip, Good Governance. 
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ABSTRACT 

 

Dewi Maharani Emba, 2023, dengan judul “Penerapan Prinsip Good Govern-

ance Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Pe-

rumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar”. Dibimbing oleh bapak Dr. 

Abdi, M. Pd dan bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si, 

 

The application of good governance can be used as part of efforts to implement 

democratic principles. This study aims to know and understand how the applica-

tion of good governance principles in the Housing Infrastructure, Facilities and 

Utilities (PSU) Sector in the Makassar City Housing and Settlement Office. One 

of the problems that occurred was when going to the field to install banners where 

the community was still confused and worried when there was a notification based 

on Law Number 1 of 2011 concerning housing and settlement areas Article 47 

concerning Housing Infrastructure, Facilities and Utilities (PSU) that had not 

submitted the Social Fasos Fasum from the developer to the City Government. 

This research was conducted by conducting direct interviews with informants and 

documentation of a number of informants with reference to the principles of good 

governance according to Sedarmayanti, 2004: 7 in answering problem formula-

tions consisting of accountability, transparency, openness and the rule of law. This 

research uses qualitative methods with a descriptive type. Data analysis tech-

niques used in this study are data reduction, data presentation and conclusions. 

This research shows that the application of good governance principles in the 

Housing Infrastructure, Facilities and Utilities (PSU) Sector has been fulfilled 

even though it is still in the process of running. 

 

Key Words : Application, Principle, Good Governance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dizaman sekarang, Indonesia memerlukan suatu tata kelola pemerinta-

han yang efektif, yang sering disebut dengan good governance. Saat ini, dapat 

diungkapkan bahwa sistem kepemerintahan Indonesia masih jauh dari kondisi 

yang dianggap baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah permasalahan 

yang masih ada dalam sistem kepemerintahan Indonesia. Hal ini menjadi indi-

kasi bahwa sistem kepemerintahan di Negara ini masih belum mencapai tingkat 

kualitas yang baik. Untuk mencapai sebuah sistem kepemerintahan yang 

unggul, pemerintah Indonesia perlu menerapkan prinsip good governance. Im-

plementasi prinsip tersebut menjadi suatu keharusan bagi seluruh masyarakat, 

agar dapat membentuk sistem kepemerintahan dan politik yang mendukung 

demokrasi dan mengedepankan kepentingan rakyat. 

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 3, yang 

dibahas oleh (Industri et al., 1985), terkait dengan penyediaan dan penyerahan 

prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, didasarkan pada 

prinsip-prinsip berikut: 

a. Keterbukaan, yang berarti bahwa masyarakat harus mengetahui informasi 

tentang prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan. Selain itu, ha-

rus ada kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait 

penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas. 

b. Akuntabilitas, yang menunjukkan bahwa proses penyediaan dan penye-

rahan prasarana, sarana, dan utilitas harus dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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c. Kepastian Hukum, yang bertujuan untuk menjamin kepastian ketersediaan 

prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan 

perumahan dan permukiman. 

d. Keberpihakan,  yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menja-

min ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas untuk memenuhi kebu-

tuhan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman. 

e.  Keberlanjutan, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung-

jawab untuk menjamin keberadaan dan pemeliharaan prasarana, sarana, 

dan utilitas sesuai dengan fungsinya.  

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dari 

pengembang kepada pemerintah Kota Makassar memiliki tujuan untuk menja-

min berlanjutnya pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas 

di lingkungan perumahan dan permukiman. Proses ini dilandaskan pada prin-

sip-prinsip seperti Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepastian Hukum, Kese-

pihakan, dan Keberlanjutan.  

Menyadari bahwa nilai dari menerapkan prinsip good governance san-

gat berdampak dalam sebuah organisasi/instansi, maka pengelolaan kepe-

merintahan yang baik, memiliki tujuan untuk membangun kepemerintahan 

yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) baik dalam bidang admin-

istrasi, pelayanan, hukum, dan HAM serta tanggungjawab dalam masyarakat 

terhadap tata kelola Indonesia. 

Kepemerintahan yang baik ialah proses penyelenggaraan kekuasaan 

negara. Oleh karena itu, sangat penting disetiap instansi untuk menerapkan 
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prinsip Good Governance. Meskipun prinsip Good Governance telah diterap-

kan disetiap instansi, namun masih ada sebagian masyarakat yang kurang puas 

terhadap pelayanan yang diberikan  oleh pihak instansi. Oleh karenanya, pent-

ing bagi pihak instansi untuk menciptakan tata  kelola yang baik dengan men-

erapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. 

Menerapkan prinsip good governance memiliki peran yang sangat sig-

nifikan dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam pelaksanaan pelayanan 

publik. Hal ini dikarenakan kepemerintahan merancang konsep good govern-

ance untuk mengoptimalkan potensi perubahan dalam birokrasi, dengan tujuan 

menciptakan pelayanan publik yang lebih unggul. Selain itu, persepsi masyara-

kat terhadap pelayanan publik dari birokrasi seringkali diwarnai oleh anggapan 

bahwa pelayanan tersebut cenderung lambat, tidak profesional, dan biaya 

mahal (Rima Andini, 2017). 

Good governance dipercaya sebagai untuk meningkatkan pelayanan 

publik. Apabila dikaitkan dengan tata kelola kepemerintahan, good governance  

menjadi suatu ide dan nilai yang mengatur dinamika hubungan antara 

pemerintah, sektor usaha swasta, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk men-

ciptakan penyelenggaraan kepemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif 

sesuai dengan prinsip dasar UUD 1945, dengan tujuan membentuk masyarakat 

yang makmur, sejahtera dan mandiri (Kelbulan, 2018). 

Penerapan prinsip good governance untuk membangun kepemerintahan 

yang unggul dapat dilakukan melalui pengembangan kinerja pegawai bersifat 

akuntabel. Yang membuat prinsip-prinsip good governance tidak berjalan 
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dengan baik adalah kurang respontif, kurang informatif, dan kurang mendengar 

keluhan serta saran dari masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk 

menilai sejauh mana penerapan  prinsip good governance ini telah tercapai atau 

masih belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, judul penelitian ini ialah 

“Penerapan Prinsip Good Governance Bidang Prasarana, Sarana dan Util-

itas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kota Makassar.” 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini ialah bagaimana penerapan prinsip Good Governance 

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui penerapan 

prinsip Good Governance Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Pe-

rumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. 

D. Kegunaan Penelitian 

Berikut ialah manfaat penelitian ini dari segi teoritis dan praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu bisa memberikan manfaat 

dan informasi yang berkaitan dengan menerapkan prinsip good 

governance dan menjadi perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu bisa berguna bagi staf 

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk mengetahui sejauh 

mana penerapan prinsip good governance ini berdampak bagi kinerja 

pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Adapun research terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian 

ini, diantaranya sebagai berikut: 

No 

Nama 

Peneliti, 

Tahun, Judul, 

Nama 

Publisher 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan 

1. (Doni Putro 

Cahyono, 

2023), 

Penerapan 

Prinsip-prinsip 

Good 

Governance: 

Sebuah 

penelitian ten-

tang sistem 

informasi lo-

kas desa di 

Desa Mancon 

Teknik 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

Pemerintah Desa 

Mancon telah 

mengimplementasikan 

prinsip-prinsip good 

governace, khususnya 

dalam hal akuntabili-

tas dan transparansi.  

 

Penelitian 

tersebut 

menggunakan 

indikator 

prinsip-prinsip 

good 

governance 

dari United 

Nation 

Development 

Programme 

(UNDP) yaitu, 

Partisipasi. 

Aturan 

Hukum, 

Transparansi, 

Daya Tanggap, 

Berorientasi 

consensus, 

Berkeadilan, 

Efektivitas dan 

Efesiensi, 

Akuntabilitas 

dan bervisi 

strategis. 

Sementara 

penelitian 

menerapkan 

indikator 

prinsip good 
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governance 

dari Sedarma-

yanti (2004:7) 

yaikni Akunta-

bilitas, Trans-

paransi, 

Keterbukaan 

dan Aturan 

Hukum. 

 

2. (Lailatul 

Qomariah;Erna 

Sulistyowati, 

2022) Analisis 

Implementasi 

Good 

Governance 

Pada Kinerja 

Keuangan 

Organisasi 

Nirlaba  

 

Pengabsahan 

datanya 

menggunakan 

tiga cara yakni 

Uji Kredibilitas 

Data, Uji 

Transferabilitas 

dan Uji 

Dependabilitas. 

Dengan demikian, 

penerapan prinsip 

good governance sep-

erti transparansi, 

akuntabilitas, su-

premasi hukum, visi 

strategis, profesion-

alosme, respontabili-

tas, efisiensi, dan 

efektivitas pada or-

ganisasi nirlaba akan 

membawa dampak 

positif. 

Penelitian 

tersebut men-

guji data me-

lalui tiga 

metode, yakni 

uji kredibilitas, 

uji transferabil-

itas, dan uji 

dependabilitas. 

Disisi lain, 

penelitian ini 

memverifikasi 

keabsahan data 

dengan men-

erapkan trian-

gulasi melalui 

sumber teknik, 

dan waktu. 

 

3. (Fitria 

Yuliyanti, 

Radjikan, 

2022), 

Implementasi 

Prinsip-prinsip 

Good 

Governance 

Dalam 

Meningkatkan 

Pelayanan 

Publik 

Kualitatif Dengan menerapkan 

prinsip good govern-

ance untuk mening-

katkan pelayanan pub-

lik, dapat diperoleh 

peningkatan dalam 

menyampaikan in-

formasi kepada 

masyarakat serta per-

baikan pada sarana 

dan prasarana di Kan-

tor Kecamatan Ka-

rangan. 

Penelitian ini 

berfokuskan 

terhadap enam 

prinsip-prinsip 

good 

governance 

menurut 

(Rondoniwi & 

Rompas, n.d.) 

Sementara 

penelitian ini 

berfokuskan 

pada lima 

prinsip-prinsip 

good 

goovernance 

menurut Se-
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dermayanti 

(2004:7) yaitu 

Akuntanilitas, 

Transparansi, 

Keterbukaan 

dan Aturan 

Hukum. 

 

Sumber: Hasil diolah peneliti (2023) 

 

B. Pengertian Good Governance 

Tata kelolaan yang baik tersebut muncul sejalan dengan ide-ide dan 

istilah demokrasi, masyarakat sipil, keterlibatan rakyat, hak asasi manusia, 

dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Pemahaman tentang tata 

kelolaan yang baik semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kom-

pleksitas permasalahan, menunjukkan bahwa keberadaan lingkungan kepe-

merintahan yang efektif sangat diperlukan dan harus didorong di sektor pub-

lik. 

Maka good governance mencakup dua aspek. Pertama, nilai-nilai 

yang menekankan pentingnya memperhatikan keinginan dan aspirasi rakyat, 

serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 

mencapai tujuan nasional, mandiri, pembangunan berkelanjutan dan keadilan 

sosial. Kedua, aspek fungsional dari kepemerintahan yang efektif dan efesien 

dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan 

ini tergantung pada sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi dan sejauh 

mana stuktur, mekanisme dan administrasi beroperasi secara efektif dan 

efesien. 
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C. Prinsip-Prinsip Good Governance 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “prinsip” mengacu 

pada “asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir dan ber-

tindak.” Oleh karena itu, dengan menerapkan prisinp kepemerintahan uang 

baik, negara dapat terbantu dalam mencapai penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik. 

Kuncinya untuk good governance terletak pada pemahaman terhadap 

prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, yang akan menjadi tolak ukur 

kinerja pegawai. Evaluasi kualitas kepemerintahan dapat dilakukan berdasar-

kan aspek-aspek yang terkandung dalam dari prinsip good governance. 

Menurut Mardiasmo (2009) dikutip oleh (Frangky E. D Robial, 2023), prinsip 

good governance, mencakup Akuntabilitas (Accountability), Transparansi 

(Transparancy), Demokrasi (Democration), dan Aturan Hukum (Rule Of 

Law).  

1. Akuntabilitas (Accountability), sangat penting untuk memastikan bahwa 

setiap lembaga negara dan pelaksanaan tugas negara dilakukan dengan 

tanggung jawab dan integritas. 

2. Transparansi (Transparancy), dibangun berdasarkan hak untuk mendapat-

kan informasi, khususnya informasi yang berkaitan dengan kepentingan 

publik. 

3. Demokrasi (Democration), adalah prinsip dasar yang harus diterapkan tid-

ak hanya dalam proses pemelihan tetapi juga dalam semua aspek penye-

lenggaraan negara. 
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4. Aturan hukum (Rule Of Law), mengacu pada pelaksanaan tugas dengan 

selalu mengikuti  prinsip berpegang teguh pada peraturan yang berlaku. 

D. Teori dan Konsep Good Governance 

Menurut Ganie-Rochman, sebagaimana yang diungkapkan dalam se-

umber (Kelbulan, 2018), menyatakan bahwa konsep “governance” tidak han-

ya melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga melibatkan berbagai sektor 

di luar lingkup pemerintah dan negara. Oleh karena itu, pelibatan pihak yang 

terkait sangat luas. Governance dapat diartikan sebagai mekanisme pengel-

olaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor 

negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu kegiatan. 

World Bank mengartikan good governance sebagai pelaksanaan ma-

najemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab. Ini harus sejalan 

dengan prinsip demokrasi, efesiensi pasar, pencegahan alokasi dana investasi 

yang salah, dan upaya pencegahan korupsi baik dalam aspek politik maupun 

administratif. Good governance juga melibatkan penerapan disiplin anggaran 

dan pembentukan kerangka kerja hukum dan politik yang mendukung per-

tumbuhan aktivitas bisnis (Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, 2019). 

Governance dapat dijelaskan sebagai metode pengelolaan urusan-

urusan publik. Sebagaimana dari LAN (Lembaga Administrasi Negara, 2003) 

dalam (M Mahrita, B Setiawati, 2020), good governance diartikan sebagai 

pelaksanaan pemerintahan negara yang kokoh dan bertanggung jawab, serta 

efisien dan efektif. Hal ini dicapai dengan menjaga kesinergian interaksi yang 

konstruktif antara berbagai domain, termasuk negara, sektor swasta dan 

masyarakat. 



11 
 

 
 

Penyelenggaraan pemerintah telah telah mengalami perubahan dari 

paradigma “rule government” ke paradigma “good governance”. Dalam para-

digma “rule goverment” pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintah, 

pembangunan, dan pelayanan publik lebih banyak mengandalkan peraturan 

hukum yang berlaku. Berbeda dengan paradigma “good governance”, dimana 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak 

hanya bergantung pada pemerintah atau negar, melainkan melibatkan semua 

elemen, baik di dalam maupun di luar birokrasi publik, serta melibatkan 

masyarakat secara keseluruhan. Hal ini diambil dari pemikiran Rosyada 

(2016) sebagaimana dikutip dalam  (Situmeang, 2021). 

Good governance ialah pelaksanaan yang efektif, perangkat, atau sis-

tem yang digunakan oleh entitas baik swasta maupun pemerintahan untuk 

pengambilan keputusan. Menurut Sedarmayanti (2012), seperti yang disebut-

kan dalam (Mufti Rahajeng, 2021) istilah governance sering digunakan 

secara bersinonim dengan kepemerintahan. Namun, makna kepemerintahan 

tersebut tidak hanya mencakup aktivitas, melainkan juga melibatkan aspek 

kepengurusan, pengelolaan, arahan dan pembinaan dalam penyelenggaraan. 

Konsep terbaiknya dikenal sebagai good governance, yang menekankan pada 

praktik kepemerintahan yang baik. 

E. Teori dan Konsep Prinsip-Prinsip Good Governance 

Ganie-Rochman (2000), sebagaimana dalam (Mufti Rahajeng, 2021) 

mengembangkan empat prinsip, yaitu Akuntabilitas, Rule of Law, Informasi, 

dan Transparansi. Prinsip-prinsip yang hampir serupa juga dijelaskan oleh 
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(Bhatta, 1997), yang mencakup unsur utama “governance” yakni 

Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Rule of Law. 

Menurut United Nation Development Programme (UNDP) se-

bagaimana dijelaskan dalam (Sulfiani, 2023), prinsip atau karakteristik yang 

harus dipegang teguh dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang 

baik mencakup: 

1. Partisipasi (Participation), setiap individu dalam masyarakat memiliki 

tanggung jawab untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan 

penyelenggaraan kepemerintahan. 

2. Aturan Hukum (Rule of Law), kerangka peraturan hukum dan undang-

undang harus diikuti dan ditegakkan sepenuhnya. 

3. Transparansi (Transparancy), perlu dibangun untuk memastikan aliran in-

formasi yang bebas dan terbuka. 

4. Data tanggap (Responsivenes), berfokus pada usaha untuk melayani kebu-

tuhan berbagai pihak yang memiliki kepentingan. 

5. Berorientasi konsensus (Consensus Orientation), kepemerintahan yang 

baik berperan sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan terbaik di an-

tara berbagai kepentingan yang berbeda.. 

6. Berkeadilan (Equity), pemerintahan yang baik akan memberikan 

kesempatan kepada masyarakatnya baik laki-laki maupun perempuan 

dalam meningkatkan kualitas hidupnya. 

7. Efektifitas dan Efesiensi (Effectiveness and Efficiency), semua proses 

kegiatan dan struktur institusi diarahkan untuk mencapai hasil yang efektif 

dan efesien dalam menyelesaikan tugas dengan baik. 
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8. Akuntabilitas (Accountability), para pengambil keputusan di sektor publik, 

swasta dan masyarakat madani memiliki tanggungjawab kepada masyara-

kat umum dan pemangku kepentingan. 

9. Visi strategis (Strategic Vision), pemimpin dan masyarakat memiliki pan-

dangan yang luas dan jangka panjang mengenai penyelenggaraan kepe-

merintahan yang baik.  

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) se-

bagaimana (Suaidah & Rohmatillah, 2022) terdapat beberapa prinsip uta-

ma yang harus dipegang teguh, yakni Transparansi (Transparancy), 

Akuntabilitas (Akuntability), Tanggung Jawab (Respontability), 

Kemandirian (Independency), dan Kewajaran atau Kesetaraan (Fairness). 

1. Transparansi (Transparancy), aspek transparansi berkaitan dengan 

keterbukaan informasi terkait dengan kebijakan yang ada. 

2. Akuntabilitas (Accaountability), akuntabilitas diukur melalui struktur tu-

gas. 

3. Tanggung Jawab (Responsibility), tanggungjawab ini mencakup kewajiban 

terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.  

4. Kemandirian (Independency), prinsip kemandirian, jika diimplementasi-

kan dengan baik, akan mencegah intervensi dari pihak luar dalam 

pengambilan keputusan. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness), prinsip kewajaran menuntut bahwa 

seluruh pemangku kepentingan diberikan peluang dan perlakuan yang adil 

oleh perusahaan, lembaga, atau organisasi. Hal ini karena pada dasarnya, 
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dalam melaksanakan aktivitasnya, harus memperhatikan kepentingan 

semua pemangku keperntingan. 

F. Kerangka Pikir 

Prinsip good governance adalah suatu prinsip yang dimana apabila 

diterapkan di dalam sebuah instansi, lembaga, atau organisasi maka sistem 

kepemerintahan akan lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Maka dari 

itu penerapan prinsip good governance Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 

(PSU) Perumahan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

Penulis mengambil konsep prinsip Good Governance menurut 

(Sedarmayanti, 2004) yang mana dapat disimpulkan bahwa terdapat empat 

indikator kunci dari good governance, yang melibatkan Akuntabilitas, Trans-

paransi, Keterbukaan, dan Aturan Hukum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan Prinsip             

Good Governance 

h 

Menurut Sedarmayanti, 2004: 

1. Akuntabilitas 

2. Transparansi 

3. Keterbukaan 

4. Aturan Hukum 

Tercapainya Penerapan Prinsip 

Good Governance 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Sumber : Sedarmayanti 
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G. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan prinsip good gov-

ernance yang diterapkan dalam Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) 

Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar 

dengan menggunakan indikator-indikator seperti Akuntabilitas, Transparansi, 

Keterbukaan, dan Aturan Hukum. 

H.  Definisi Fokus Penelitian 

Berikut adalah sub-fokus dari penelitian yang difokuskan pada pen-

erapan prinsip good governance di Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

(PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ma-

kassar: 

1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas mencakup tanggung jawab dan kewajiban bagi petugas 

pemerintah untuk bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang 

mereka buat, serta untuk memaksimalkan kualitas pelayanan di Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. 

2. Transparansi  

Dalam konteks kepemerintahan yang baik, transparansi menuntut agar 

pemerintah bersifat terbuka terhadap publik, baik di tingkat nasional mau-

pun daerah. Setiap layanan publik, khususnya di Bidang Prasarana, Sara-

na, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Per-

mukiman Kota Makassar, harus memenuhi standar transparansi. 

3. Keterbukaan 
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Keterbukaan mengharuskan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk 

memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah, terutama ketika 

dianggap tidak transparan, terkait dengan Bidang Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kota Makassar. 

4. Aturan Hukum 

Dalam kepemerintahan yang baik, terdapat jaminan kepastian hukum dan 

rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang diterap-

kan, termasuk Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan, 

dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan prinsip good gov-

ernance di Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan. Tujuan 

utama adalah menilai sejauh mana kompetensi kinerja pegawai, yang tam-

paknya belum optimal berdasarkan masalah yang teridentifikasi dalam im-

plementasi prinsip good governance. Penelti berharap dapat menemukan so-

lusi untuk meningkatkan kinerja pegawai di bidang ini, sehingga hasil 

penelitian tersebut dapat menjadi evaluasi yang bermanfaat. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dipilih karena jenis 

penelitian kualitatif mampu menggali informasi yang komprehensif mengenai 

berbagai aspek di Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan. 

C. Informan 

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Informan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)  

Perumahan 

No. Nama Inisial  Jabatan 

1. Hirman H 
Plt. Kepala Bidang 

PSU 
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2. Faisal Rahman FR 

Fungsional Teknik 

Tata Bangunan dan 

Perumahan Muda 

3. Arief Rivai AR 
Pengelola 

Pengawasan 

4.  Saparuddin SU 
Pengawasan Jaringan 

Utilitas 

5. Qamaluddin Achmad QA Pengelola Data 

Sumber: Sekretariat Disperkim Kota Makassar 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih tepat dan akurat, 

peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain: 

1. Data Primer 

a. Observasi  

Observasi ialah pengamatan secara langsung dilapangan guna 

melihat  kinerja pegawai negeri sipil dalam menerapkan prinsip good 

governance Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan. 

b. Wawancara 

Wawancara ialah hasil dari percakapan yang memberikan jawaban 

mengenai penerapan prinsip good governance Bidang Prasarana, Sara-

na dan Utilitas (PSU) Perumahan. 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan hasil dari Bidang Prasarana, Sarana 

dan Utilitas (PSU) Perumahan dengan meliputi tentang jumlah/data 
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pegawai, struktur kerja, peraturan-peraturan yang berlaku, serta 

dokumentasi data yang relevan. 

b. Studi Kepustakaan 

Data yang didapat dengan membaca buku, jurnal, hasil 

penelitian terdahulu dan hasil dari penelitian lain yang relevan dengan 

objek yang diteliti. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data ada beberapa langkah yang harus dilakukan se-

bagai berikut: 

1. Pengurangan Data 

Pengurangan data ialah langkah untuk merangkum dan 

mengekstraksi inti data, fokus pada informasi yang relevan, serta men-

gidentifikasi tema dan pola yang muncul. 

2. Penyajian Data 

Setalah proses reduksi data, langkah berikutnya ialah menyajikan 

data. Tujuan dari penyajian data yakni mengorganisir informasi sehingga 

dapat diatur dalam hubungan yang jelas dan mudah dimengerti. Penyajian 

tersebut dapat melalui uraian naratif.. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Melibatkan penarikan kesimpulan dari temuan penelitian. Kes-

impulan dapat disampaikan secara deskriptif berdasarkan hasil analisis 

yang telah dilakukan selama penelitian. 

F. Teknik Pengabsahan Data 

Terdapat 3 (tiga) jenis triangulasi yang dimanfaatkan ialah: 
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1. Triangulasi Sumber 

Peneliti mengecek guna mengkaji kebenaran dari data yang di 

peroleh serta melihat berbagai sumber yang relevan terkait yang akan 

diteliti. 

2. Triangulasi Teknik 

Peneliti mengecek kebenaran data-data yang akan diperoleh 

wawancara yang kemudian dibuktikan dengan observasi. 

3. Triangulasi Waktu 

Peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai situasi dan waktu, 

dengan melihat kondisi informan sehingga dapat diperoleh informasi yang 

valid.
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BAB IV  

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Deskripsi Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 

Makassar 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar awal-

nya dikenal sebagai Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah Makas-

sar. Unit ini mulai terbentuk pada tanggal 13 Desember 2013 berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan dan susunan 

organisasi peranngkat daerah Kota Makassar. Dengan dasar ini, dinas ter-

sebut berkomitmen untuk mendukung visi dan misi Kota Makassasr di 

sektor perumahan dan gedung pemerintah daerah. Pada tahun 2016, terjadi 

perubahan nama dari Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah menjadi 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bagian dari struktur 

organisasi perangkat daerah.   

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar ber-

lokasi di jalan Sultan Alauddin No. 309 Makassar, Kecamatan Rappocini. 

Dalam strukturnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 

Makassar terdiri dari beberapa bidang didalamnya yaitu (1) Bidang Prasa-

rana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan, (2) Bidang Kawasan Per-

mukiman, (3) Bidang Perumahan serta (4) Bidang Kawasan dan Per-

mukiman Kumuh. Kantor ini memiliki sebuah mushollah yang dimana se-

tiap jam sholat para staf menghentikan semua aktifitasnya untuk 
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melaksanakan sholat secara berjamaah. Kantor ini juga, tidak jauh dari 

kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dimana kampus ter-

sebut merupakan tempat saya dan teman-teman dalam menimbah ilmu 

dunia maupun akhirat. 

2. Visi, Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makas-

sar 

Visi:  

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar memiliki visi 

yaitu:  

 

“ Pencapaian perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan 

terjangkau, dengan dukungan prsarana, sarana, dan utilitas yang 

berwawasan lingkungan, sebagai langkah menuju status Kota 

Dunia ”. 

 

Misi: 

1. Berupaya mewujudnya kebutuhan perencanaan perumahan dan kawa-

san permukiman yang memenuhi standar. 

2. Menciptakan lingkungan perumahan yang damai dan asri. 

3. Menciptakan kawasasn permukiman dengan kualitas yang baik. 

4. Berusaha agar rumah yang tidak layak huni menjadi terjangkau. 

5. Menjalankan koordinasi dalam pelaksanaan dan pengelolaan pe-

rumahan dan kawasan permukiman. 
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3. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kota Makassar 

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perumahan dan Kawa-

san Permukiman Kota Makassar membentuk struktur organisasi yakni: 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas memiliki tanggung jawab membantu Walikota 

dalam menjalankan urusan kepemerintahan di bidang perumahan dan 

kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah. 

2. Sekretaris 

Sekretaris bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tugas, 

pembinaan, serta pelayanan administrasif terhadap bagian unit di ling-

kungan dinas. 

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

Kepala Sub bagian yang memiliki tugas menyusun bahan 

koordinasi, merancang penyusunan rencana program kerja anggaran, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta 

kegiatan Dinas. 

4. Sub Bagian Keuangan 

Subbagian keuangan bertugas mengelola keuangan, melakukan ak-

tivitas akuntansi, verifikasi, pembukuan serta pelaporan profit/laba. 

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
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Sub bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tanggung jawab un-

tuk menjalankan urusan umum, tata usaha, administratif kepegawaian, 

dokumentasi serta kehumasan. 

6. Bidang Perumahan 

Bidang Perumahan bertanggunh jawab dalam menyusun, 

mengkoordinasikan, melaksanakan kebijakan terkait pendataan, 

penyediaan rehabilitasi rumah terhadap korban bencana. Tugasnya ju-

ga mencakup sosialisasi persiapan penyediaan rehabilitasi rumah ter-

hadao korban bencana. 

7. Bidang Kawasan Permukiman  

Bidang Kawasan Permukiman memiliki tanggung jawab me-

nyusun, mengkoordinasikan, melakukan serta mengulang kembali ke-

bijakan bidang penyelenggaran penertiban rekomendasi izin pem-

bangunan dan pengembangan kawasan permukiman.  

8. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh ber-

tanggung jawab menyusun, mengkoordinasikan, melakukan dan men-

gulang kembali kebijakan bidang pencegahan perumahan serta kawa-

san permukiman kumuh pada daerah kota. 

9. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum memiliki tanggung 

jawab menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan serta mengulang 
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kembali kebijakan bidang urusan penyelenggaraan prasarana, sarana 

dan utilitas umum perumahan. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional bertugas melaksanakan aktivitas 

sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar 

Nomor  : 76 Tahun 2021 

Tentang  : Kedudukan, Susunan Organisasi,  

  Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas  

   Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kota Makassar 

Sumber: Disperkim Kota Makassar 
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Oleh karena itu, struktur organisasi di atas dirancang dengan harapan dapat 

mengembangkan kerjasama dan rasa tanggung jawab di antara semua anggota, 

dengan landasan pada kepentingan yang seragam, guna mencapai tujuan yang te-

lah ditetapkan oleh kantor. 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar memiliki 

jumlah pegawai sekitar 107 jiwa, yang dimana terdapat 53 laki-laki dan 54 per-

empuan. 

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kota Makassar 

 

Nama Lingkungan 

Jumlah Pegawai 

Total 

L P 

Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kota Makassar 
53 54 107 

Sumber: Sekretariat Disperkim Kota Makassar 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa total pegawai Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kota Makassar mencapai 107 jiwa. Jumlah pegawai pria 

sedikit lebih dibandingkan dengan pegawai wanita. 

4. Keistimewaan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan 

Bahwa Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan mem-

iliki aspek yang membuatnya istimewa dan penting dalam konteks pengem-

bangan perkotaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Pentingnya untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, Prasarana, Sa-

rana, dan Utilitas Perumahan membentuk dasar bagi kehidupan sehari-hari 
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masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi dan 

listrik memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup bagi 

masyarakat. 

Keistimewaan dari Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan 

sangat tergantung kepada bagaimana Pemerintah atau Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kota Makassar dan masyarakat bekerja sama untuk 

merencanakan, mengembangkan dan mengelola infrastruktur perumahan 

dengan bijak dan berkelanjutan. 

5. Evaluasi Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

  Evaluasi penataan ruang perumahan dan kawasan permukiman Kota Ma-

kassar merupakan proses untuk menilai sejauh mana keberhasilan penerapan 

perencanaan dan pengelolaan rumah yang telah dilakukan. Beberapa aspek 

yang perlu dievaluasi dalam konteks ini melibatkan berbagai dimensi, terma-

suk aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa 

komponen yang dapat menjadi fokus dalam evaluasi penataan ruang pe-

rumahan dan kawasan permukiman: 

1. Kesesuaian dengan Perencanaan, sejauh mana penerapan penataan ruang 

sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun serta kesesuaian an-

tara penggunaan lahan aktual dengan zonasi yang direncanakan. 

2. Ketersediaan Fasilitas Umum, seperti ketersediaan fasilitas pendidikan, 

kesehatan dan kebudayaan. 

3. Keamanan dan Ketertiban, seperti pencahayaan jalan dan sistem kea-

manan. 
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4. Partisipasi Masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan 

perbaikan lingkungan mereka. 

Evaluasi tersebut dapat melibatkan pengumpulan data melalui survei, 

wawancara dengan penduduk, serta analisis dokumen perencanaan. Hasil eval-

uasi dapat digunakan untuk membuat rekomendasi perbaikan dan penyem-

purnaan dalam penataan ruang perumahan dan kawasan permukiman. 

B. Hasil Penelitian 

Prinsip kepemerintahan yang bersih memandu dengan baik berjalannya 

Prinsip Good Governance Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Pe-

rumahan Kota Makassar. Sebagai prinsip,  keterbukaan memastikan bahwa setiap 

orang memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai penyediaan penye-

rahan prasarana, sarana, utilitas perumahan serta permukiman, khususnya 

mengenai kebijakan dan pengimplementasiannya serta hasil yang akan dicapai. 

Peneliti membahas  lebih lanjut bagaimana “Penerapan Prinsip Good Gov-

ernance Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Kota Makassar” 

dengan menggunakan beberapa indikator yang meliputi indikator Sedarmayanti 

(2004)  yakni (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, (3) Keterbukaan dan (4) Aturan 

Hukum. Maka dari itu berkaitan dengan pembahasan singkat diatas, maka selan-

jutnya akan diuraikan sebagai berikut: 

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan FR sebagai Fungsional 

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda Bidang Prasarana, Sarana, dan Utili-

tas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ma-

kassar mengatakan bahwa: 
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“Pada Prinsip-Prinsip Good Governance ini, Pemerintah Kota Makassar 

khususnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar 

telah mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut karena dengan adanya prin-

sip-prinsip tersebut kita sama-sama transparansi melakukan keterbukaan 

untuk menghimbau kepada masyarakat dan pengembang untuk menye-

rahkan Fasum Fasos nya ke Pemerintah Kota Makassar” (Hasil wawancara 

pada tanggal 16 November 2023). 

“…Masih dalam tahap berjalan artinya dalam tahap untuk menyempur-

nakan prinsip-prinsip tersebut” (Hasil wawancara oleh SK selaku 

Pengawas Jaringan Utilitas pada tanggal 27 November 2023) 

Hasil wawancara dari Bapak FR selaku Pejabat Fungsional Bidang Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Per-

mukiman Kota Makassar di atas penulis menarik kesimpulan bahwa mengenai 

Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance di Bidang Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas (PSU) Perumahan bersama Pemerintah Kota Makassar, telah 

mengupayakan dalam penerapan prinsip good governance dalam Bidang Prasara-

na, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan. 

1. Akuntabilitas (Accountability) 

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab yang dimiliki oleh Aparatur 

Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani 

berbagai kepentingan. Para pengambil keputusan di sektor pemerintah, 

swasta, serta organisasi masyarakat umum maupun lembaga-lembaga terkait. 

Bentuk pertanggungjawaban ini bervariasi tergantung pada jenis organisasi 

yang bersangkutan, tetapi pada dasarnya, akuntabilitas mengacu pada ketaa-

tan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku untuk menjalankan tugasnya 

dengan penuh tanggang jawab dan integritas. 

Untuk mengetahui lebih jelas dari penerapan prinsip good governance  

Akuntabilitas dalam Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Pe-
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rumahan, berikut hasil wawancara dengan informan H selaku Plt. Kabid PSU 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar mengenai Pen-

erapan Prinsip Good Governance Akuntabilitas dalam Bidang Prasarana, Sa-

rana, dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa: 

“…sudah dijalankan. Adanya pertanggungjawaban yakni proses 

penyediaannya itu, mulai kita adakan untuk melakukan penyerahan 

terkait dengan itu Disperkim menindaklanjuti perumahan yang be-

lum menyerahkan Fasum Fasos nya diharapkan untuk segera 

melakukan penyerahan ke Pemerintah Kota Makassar”  

(Hasil wawancara pada tanggal 16 November 2023). 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan oleh penulis 

bahwa prinsip good governance Akuntabilitas Bidang Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas (PSU) Perumahan telah melakukan Akuntabilitas/Transparan dalam 

menyampaikan pengelolaan data-data perumahan yang belum menyerahkan 

Fasum Fasos nya ke Pemerintah Kota Makassar. 

 Selanjutnya Wawancara dengan AR selaku Pengelola Pengawasan Bidang 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan mengenai prinsip good 

governance Akuntabilitas mengatakan bahwa: 

“…Sudah tercapai. Yang jelas itu sudah tercapai, semua itu mengi-

kuti perundang-undangan yang ada” (Hasil wawancara pada tang-

gal 23 November 2023). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

penerapan prinsip good governance Akuntabilitas, sudah jelas terdapat pada 

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 3 mengenai 

Akuntabilitas yaitu proses penyediaan penyerahan prasarana, sarana dan utili-

tas yang dapat di pertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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Selanjutnya wawancara dengan QA selaku Pengelola Data Bidang Prasa-

rana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa:  

“Akuntabilitas itu pekerjaan. Berbicara pekerjaan berarti tanggung-

jawab, akuntabilitas itu keterbukaan tidak ada yang ditutup-tutupi” 

( Hasil wawancara pada tanggal 23 November 2023). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

pada prinsip good governance Akuntabilitas, dengan adanya Akuntabilitas di 

sebuah instansi maka setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memiliki rasa 

tanggungjawab sehingga terciptalah kepemerintahan yang baik (good govern-

ance). 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan, dapat disim-

pulkan bahwa dari segi Akuntabilitas (Accountabilitas) Bidang Prasarana, Sa-

rana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Per-

mukiman Kota Makassar telah menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana 

adanya pelaporan pertanggungjawaban baik terhadap masyarakat dalam ben-

tuk pemasangan spanduk yang dipasang di setiap perumahan yang belum me-

nyerahkan Fasum Fasos nya ke Pemerintah Kota Makassar, pelaporan per-

tanggungjawaban makan minum saat Melaksanakan Pendampingan Penguku-

ran Lapangan, Inventarisasi dan Perhitungan Luasan PSU Perumahan yang 

dibangun oleh pengembang dalam wilayah Kota Makassar, pelaporan per-

tanggungjawaban Melaksanakan Pendampingan Koordinasi, Sinkronisasi, 

Verifikasi, Peninjauan, Survei dan Pengawasan Lapangan dalam rangka 

pemasangan spanduk pemberitahuan penyerahan PSU Perumahan yang be-

lum diserahkan ke Pemerintah Kota Makassar. 
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2. Transparansi (Transparancy) 

Transparansi ialah keterbukaan terhadap semua tindakan serta kebijakan 

yang diambil oleh Pemerintah. Setiap proses di dalam Pemerintahan harus 

dilakukan secara akurat serta memadai agar dapat dipahami kemudian terus 

dipantau. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 

masyarakat terhadap Pemerintah, serta  meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan. 

Mengetahui lebih jelas dari penerapan prinsip good governance Trans-

paransi di Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Berikut hasil wa-

wancara dengan informan Bapak FR selaku Pejabat Fungsional mengenai 

penerapan prinsip good governance Transparansi dalam Bidang Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa:  

“Transparansi itu terbuka. Dari sisi transparansi bahwa setiap 

pengembang harus terbuka mengenai perumahan yang mereka 

miliki sehingga selesai membangun dalam satu tahun harus menye-

rahkan Fasum Fasos ke Pemerintah Kota Makassar” (Hasil wa-

wancara pada tanggal 16 November 2023). 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Bidang Prasarana, 

Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan harus terbuka, begitu juga sebaliknya 

pengembang atau masyarakat dari perumahan tersebut harus terbuka terhadap 

peraturan yang berlaku sebagaimana Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 

(PSU) Perumahan mengeluarkan pemberitahuan berdasarkan UU Perda No. 1 

Tahun 2011 mengenai perumahan dan kawasan permukiman Pasal 47, mene-

gaskan bahwa setiap orang yang telah menyelesaikan pembangunan psu di-
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wajibkan untuk menyerahkan Fasum Fasos nya kepada Pemerintah Kota 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak AR selaku Pengelola 

Pengawasan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan 

mengatakan bahwa: 

“Transparansi adalah prosesnya itu memang terbuka dan tidak ada 

yang dikatakan pemberian kompensasi kepada perumahan, maka 

apa yang ada pada Siteplan itu harus di ikuti dan developer itu ha-

rus mengikuti dan tidak mengubah Siteplan yang sudah ada” (Hasil 

wawancara pada tanggal 23 November 2023). 

 

Hasil wawancara dari Bapak AR selaku Pengelola Pengawasan Bidang 

Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dapat diambil kesimpulan 

bahwa pada prinsip good governance Transparansi tersebut telah diterap-

kannya Transparansi/terbuka dalam menyampaikan pengelolaan data-data pe-

rumahan dengan baik. 

Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak QA selaku Pengelola Data Bidang 

Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa: 

“Transparansi itu fleksibel, tergantung terhdapa ASN yang berada 

di Bidang PSU. Transparan/terbuka nya ASN terhadap masyarakat 

akan menciptakan pekerjaan yang lebih baik” (Hasil wawancara 

pada tanggal 23 November 2023). 

 

Dari hasil wawancara oleh Bapak QA selaku Pengelola Data Bidang 

Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Transparansi akan tercapai tergantung dengan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) apabila keterbukaan diterapkan dengan baik kepada masyarakat maka 

yang akan merasakan hasil yang baik adalah Pemerintah dan terutama 

masyarakat itu sendiri. 
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Berdasarkan uraian wawancara di atas, menunjukkan bahwa dari segi 

Transparansi (Transparancy) adanya keterbukaan dan tidak ada yang ditutup-

tutupi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dicapai seperti 

kegiatan, yaitu sebagai berikut :  

1. Melaksanakan Pendampingan Pengukuran Lapangan, Inventarisasi dan 

Perhitungan Luasan PSU Perumahan yang dibangun oleh pengembang 

dalam wilayah Kota Makassar. 

2. Melaksanakan Pendampingan Koordinasi, Sinkronisasi, Verifikasi, Pen-

injauan, Survei dan Pengawasan Lapangan dalam rangka pemasangan 

spanduk pemberitahuan penyerahan PSU Perumahan yang belum menye-

rahkan Fasum Fasos nya kepada Pemerintah Kota Makassar. 

3. Melaksanakan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan pemberian Prasara-

na, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dari Pengembang kepada 

Pemerintah Kota Makassar. 

Yang dimana prinsip transparansi sangat terlihat dalam proses 

perencanaan, pelaporan, pertanggungjawabannya serta perangkat Bidang 

Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan telah melibatkan seluruh 

lapisan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, baik 

dari bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang per-

mukiman serta kawasan kumuh, baik pengembang maupun masyarakat serta 

Walikota dalam melakukan dari ketiga kegiatan diatas. 

3. Keterbukaan (Openness) 

 

Keterbukaan merupakan hal yang wajib dimiliki setiap instansi, yang di-

mana mereka menginginkan terbukanya peluang bagi masyarakat untuk 
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memberikan tanggapan serta kritikan terhadap tindakan Pemerintah yang di-

anggap tidak transparan. Dengan adanya prinsip keterbukaan, maka proses-

proses kepemerintahan akan berjalan dengan baik dikarenakan masyarakat 

mampu memberikan tanggapan, saran dan kritikan sehingga pihak instansi 

dapat memperbaiki atau mengevaluasi sistem kerja yang lebih baik sehingga 

kebutuhan masyarakat tercapai dengan baik. 

Untuk mengetahui lebih jelas dari penerapan prinsip good governance 

Keterbukaan dalam Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan, 

Wawancara selanjutnya bersama informan H selaku Plt. Kabid PSU mengenai 

penerapan prinsip good governance Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 

(PSU) Perumahan mengatakan bahwa: 

“…Sebenarnya keterbukaan ini sudah ada. Kemarin itu kami telah 

adakan sosialisasi, telah diadakan pemasangan spanduk. Pemasan-

gan spanduk ini telah disampaikan kepada masyarakat mengenai 

penyerahan psu” (Hasil wawancara pada tanggal 16 November 

2023). 

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

pada penerapan prinsip good governance Keterbukaan ini telah tercapai dan 

masyarakat mulai merasakan hasil dari penerapan prinsip keterbukaan terse-

but. Bisa dilihat dari hasil Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) 

Perumahan dari pengembang perumahan ke Pemerintah Kota Makassar guna  

mepertahankan keberlanjutan pemeliharaan  pengelolaan Sarana, Prasarana, 

dan Utilitas lingkungan perumahan serta permukiman. 

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak FR selaku Pejabat Fungsional 

mengenai penerapan prinsip good governance Keterbukaan mengatakan bah-

wa: 
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“Makanya dari sisi Pemerintahan kita selalu melakukan 

keterbukaan melalui media sosial, melalui sosialisasi, malah saat-

saat ini kami melakukan pemberitahuan melalui pemasangan span-

duk. Manfaatnya apa? Bahwa masyarakat yang ada di perumahan 

tersebut mengetahui bahwa perumahan tersebut belum menye-

rahkan Fasum Fasos nya ke Pemerintah Kota Makassar” (Hasil 

wawancara pada tanggal 16 November 2023). 

 

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pen-

erapan prinsip good governance Keterbukaan ini sudah sangat tercapai, men-

gapa demikian? Bahwa saat dilakukannya wawancara terhadap FR selaku Pe-

jabat Fungsional oleh Radio Suara Celebes FM 91.7 SCFM Makassar pada 

hari Senin tanggal 4 Desember 2023 berlangsung penyerahan Fasum Fasos 

dari pengembang ke Pemerintah Kota. Ada dua (2) perumahan yang dis-

erahkan yaitu Perumahan Puri Asri Tello Kecamatan Tamalanrea dengan luas 

PSU 23.828 m2 dan nilai aset Rp 147.614.460.000 serta Perumahan Agraria 

Kecamatan Karunrung dengan luas PSU 19.330 m2 dan nilai aset Rp 

45.464.160.000. Adapun total nilai aset diserahkan kali ini sebesar Rp 

193.078.620.000. Acara ini dibuka oleh Asisten II Pemkot Makassar yang 

dihadiri Kadisperkim Kota Makassar dan para tokoh masyarakat dan warga 

perumahan. Penyerahan psu ini memiliki tujuan untuk menjamin kelangsun-

gan pemeliharaan dan pengelolaan psu di lingkungan perumahan tersebut. 

Bisa dikatakan bahwa prinsip Keterbukaan di Bidang Prasarana, Sarana dan 

Utilitas (PSU) Perumahan sudah sangat tercapai. 

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh AR selaku Pengelola 

Pengawasan mengenai penerapan prinsip good governance Keterbukaan 

mengatakan bahwa: 
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“…Kita berbicara keterbukaan. Jelas pasti kita terbuka, dimana se-

tiap kita melakukan verifikasi pengukuran dan evaluasi selalu kita 

melibatkan beberapa Dinas yang terkait didalamnya, kita tidak 

bekerja sendiri tetapi melibatkan beberapa Dinas” (Hasil wa-

wancara pada tanggal 23 November 2023). 

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

penerapan prisinp good governance Keterbukaan ini, tidak hanya terbuka 

kepada masyarakat saja tetapi terhadap Dinas lainnya seperti Dinas Perhub-

ungan (DisHub), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kejaksaan dan KPK dan 

dengan terlibatnya berbagai pihak maka pelaksanaan kegiatan akan lebih mu-

dah. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti laksanakan di lapangan, terlihat 

bahwa dari segi Keterbukaan di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) 

Perumahan telah tercapai/menerapkan prinsip keterbukaan, dimana adanya 

keterbukaan antara masyarakat pengembang dan Aparatur Sipil Negara dalam 

pelaksanaan kegiatan ini. 

4. Aturan Hukum (Rule of Law) 

Aturan hukum menjadi pedoman yang harus dijalankan dan dipertahan-

kan. Dalam pelaksanaan tugasnya, selalu berdasarkan keyakinan untuk selalu 

mematuhi peraturan perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 

masyarakat diwajibkan untuk mematuhi setiap ketentuan yang berlaku, serta 

menjauhi segala pelanggaran yang mungkin terjadi. 

Untuk mengetahui lebih jelas dari penerapan prinsip good governance 

Aturan Hukum di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan, 

Berikut wawancara bersama informan Bapak H selaku Plt. Kepala Bidang 
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PSU mengenai penerapan prinsip good governance dalam Bidang Prasarana, 

Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa: 

“…aturan hukum sudah jelas. Kepastian hukumnya diatur dalam 

Perda Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2023, sebelumnya itu kami 

menerapkan Perda Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 selama 

beberapa tahun” (Hasil wawancara pada tanggal 16 November 

2023). 

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pada 

penerapan prinsip good governance Aturan Hukum Bidang Prasarana, Sarana 

dan Utilitas (PSU) Perumahan sudah sangat tercapai. Mengapa demikian, ka-

rena dalam mengadakan sosialisasi mereka mengundang beberapa pemangku 

kepentingan untuk menghadiri pembaharuan dari Peraturan Daerah Kota Ma-

kassar No. 9 Tahun 2011 ke Peraturan Daerah Kota Makassar No. 1 Tahun 

2023. Dengan adanya ketentuan tersebut maka mereka tidak akan lupa 

dengan tugas dan perannya masing-masing didalam kantor maupun di lapan-

gan. 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak FR selaku Pejabat Fungsional 

mengenai penerapan prinsip good governance dalam Bidang Prasarana, Sara-

na dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa:  

“…itu sudah jelas di aturan hukum. Kami sangat mengikuti arahan 

yang bersangkutan dengan hukum yang berlaku” (Hasil wawancara 

pada tanggal 16 November 2023). 

 

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pen-

erapan prinsip good governance Aturan Hukum dalam Bidang Prasarana, Sa-

rana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang menunjukkan bahwa menerapkan 

prinsip good governance Aturan Hukum di dalam sebuah instansi maka akan 

sedikit kemungkinan akan terjadi kecurangan atau manipulasi data. 
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Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak AR selaku Pengelola Pengawasan 

mengenai penerapan prinsip good governance dalam Bidang Prasarana, Sara-

na dan Utilitas (PSU) Perumahan mengatakan bahwa: 

“Aturan hukum itu jelas. Dimana sudah jelas peran-peran dan hak-

hak nya masing-masing” (Hasil wawancara  pada tanggal 23 No-

vember  2023). 

Berdasarkan wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pen-

erapan prinsip good governance Aturan Hukum dalam Bidang Prasarana, Sa-

rana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang menunjukkan bahwa aturan hukum 

tersebut sudah dijalankan dengan baik. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan dari hasil penelitian mengenai Penerapan Prinsip Good Gov-

ernance Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Pe-

rumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, yang menggunakan 4 (em-

pat) indikator menurut Sedarmayanti , 2004:7 yang meliputi sebagai berikut :  

1. Akuntabilitas (Accountability) 

Menurut Sedarmayanti, 2004:7, Akuntabilitas merupakan pertanggung-

jawaban bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan kebijakan 

dalam mengurusi kepentingan yang telah dipercayakan. Para pemangku 

keputusan dalam sebuah organisasi diharapkan untuk mampu bertanggung-

jawab dengan baik serta apa yang telah diamanahkan untuk pihak instansi 

dapat diselesaikan dengan peraturan yang ada. Bentuk pertanggungjawaban 

tersebut berbeda-beda tergantung dari peran dan tugasnya masing-masing 

dari atasnya.  
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Berdasarkan informasi yang didapatkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan prinsip good governace Akuntabilitas telah tercapai 

dengan lebih terbuka dan mempertanggungjawabankan suatu tindakan-

tindakan yang berhubungan dengan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 

(PSU) Perumahan, dimana saat hal tersebut akan menciptakan kepemerinta-

han yang baik yang berkelanjutan. 

2. Transparansi (Transparancy) 

Menurut Sedarmayanti, 2004:7, Transparansi yaitu salah satu aspek 

mendasar untuk mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang rela-

van di sebuah instansi/organisasi. Hal ini akan merangkum bagaimana 

pemerintah dapat bersifat transparan kepada masyarakat. Hal tersebut, pihak 

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan bersifat transparan 

terhadap masyarakat atau pengembang terhadap hal yang bersangkutan da-

lam pelayanan publik seperti saat masyarakat/pengembang menyerahkan 

berkas-berkas perumahannya untuk dilakukan pengukuran atau penyerahan. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan di atas, penulis menyimpulkan 

penerapan prinsip good governance Transparansi mengenai suatu pelayanan 

yang ada pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan itu 

sudah baik dan akan terus ditingkatkan agar seluruh pemangku kepentingan 

dapat lebih bijak dalam memahami peraturan yang diusunkan oleh bidang 

psu. 

3. Keterbukaan (Openness) 

Menurut Sedarmayanti, 2004:7, Keterbukaan yang dimaksud yakni di-

harapkannya kesempatan untuk masyarakat atau pengembang dalam mem-
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berikan masukan, saran maupun terhadap pemerintah yang dinilainya tidak 

transparan. Hal tersebut memaparkan bagaimanakah pihak Bidang Prasara-

na, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan menghendaki terbukanya atau 

memberikan kesempatan bagi masyarakat atau pengembang serta orang-

orang yang terlibat untuk memberikan masukan dan saran terhadap instansi 

yang dinilainya transparan. 

Berdasarkan informasi diatas, maka penulis menyimpulkan keterbukaan 

yang ada dalam instansi atau masyarakat serta pengembang memberikan hal 

yang positif terhadap hubungan antar pihak. Hal demikian dapat menum-

buhkan hal yang positif bagi semua pihak yang terlibat serta tercapainya 

kepemerintahan yang bersih dalam Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 

(PSU) Perumahan.  

4. Aturan Hukum (Rule of Law) 

Menurut Sedarmayanti, 2004:7, Aturan hukum ialah jaminan kepastian 

hukum untuk masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. 

Berdasarkan indikator terakhir diatas yang membahas mengenai aturan 

hukum, maka peneliti ingin mengetahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan 

di Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan tidak terjadi sua-

tu bentuk deskriminasi atau kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan 

aturan hukum yang berlaku. 

Dengan dilakukannya pengendalian dan pengawasan oleh Wali Kota 

Makassar, maka hal-hal yang tidak diinginkan kemungkinan besar tidak 

akan terjadi. Sesuai ketentuan UUD 1945, bahwa setiap warga negara 
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mempunyai kedudukan yang sama dan hak untuk menyuarakan sesuatu 

yang menurutnya baik.
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BAB V  

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Penerapan Prinsip 

Good Governance Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas dari Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Pe-

rumahan sudah sangat baik, bisa dikatakan sudah tercapai dalam sistem 

pelayanan publik terhadap pengembang dan masyarakat yang bersangku-

tan. 

2. Transparansi dari Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Pe-

rumahan mengenai pemberitahuan untuk segera melakukan penyerahan 

Fasum Fasos nya ke Pemerintah Kota Makassar. 

3. Keterbukaan, kembali lagi kepada pengembang dan masyarakat yang 

bersangkutan jikalau mereka memiliki keluhan kepada pihak instansi, 

maka diharapkan untuk memberikan masukan serta tanggapan yang 

membangun dari masyarakat. 

4. Aturan Hukum, mengenai aturan hukum didalam Bidang Prasarana, Sa-

rana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang apabila didapati memanipulasi 

data yang jelas sudah dilarang dalam hukum. Maka, pihak instansi atau 

masyarakat yang telah memanipulasi data tersebut akan dikenai sanksi-

sanksi oleh hukum yang berlaku. 
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B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan, peneliti dapat memberikan saran 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pihak Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan diharapkan 

memberikan perhatian lebih kepada masyarakat dalam penerapan prinsip 

good governance. 

2. Diharapkan juga bagi pengembang dan masyarakat jika terjadi kekeliru-

an/kesalahpahaman masyarakat diharapkan untuk lebih terbuka dan berk-

omunikasi secara tatap muka terhadap pihak instansi. 

3. Penulis berharap kepada para pembaca untuk bersedia memberikan ma-

sukan serta tanggapan mengenai penelitian ini.
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PEDOMAN WAWANCARA 

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE BIDANG PRASARANA, 

SARANA, DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN DI DINAS PERUMAHAN 

DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR 

Berikut ini adalah daftar pertanyaan untuk semua informan yang telah peneliti 

susun dalam rangka mencari data dan informasi yang mendalam terhadap perma-

salahan penelitian yang akan diteliti. 

No Pertanyaan Informan 

1.  Akuntabilitas 

1. Apakah Bidang Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas (PSU) Perumahan telah menerap-

kan prinsip Akuntabilitas tersebut di kan-

tor maupun kepada masyarakat serta 

pengembang? 

2. Apakah Bidang Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas (PSU) Perumahan telah ber-

tanggungjawab atas tugas-tugas yang 

mereka jalankan? 

 

2.  Transparansi 

1. Apakah Bidang Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas (PSU) Perumahan telah trans-

paransi terhadap pelayanan publik yang 

diberikan kepada masyarakat dan pengem-

bang? 

2. Apakah pelayanan yang diberikan di Bi-

dang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) 

Perumahan sudah transparan atau belum? 

 

3.  Keterbukaan  
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1. Apakah Bidang Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas (PSU) Perumahan telah terbuka 

perihal informasi terhadap masyarakat atau 

pengembang mengenai perumahan yang 

belum menyerahkan Fasum Fasos nya ke  

Pemerintah Kota Makassar? 

2. Apakah pihak Bidang PSU akan menerima 

saran dan kritikan yang membangun dari 

masyarakat? 

4.  Aturan Hukum 

Apakah Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

(PSU) Perumahan telah menjalankan aturan-

aturan yang telah ditentukan oleh perundang-

undangan yang berlaku di Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Kota Makassar? 
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Lampiran: Permohonan Izin Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Izin Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran: Surat Izin Penelitian 
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Lampiran: Surat Telah Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran: Hasil Bebas Plagiat Perpustakaan Unismuh Makassar 
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Lampiran: Surat Keterangan Bebas Plagiat 
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Lampiran: Lokasi Tempat Penelitian 

 

 

Lampiran: Struktur Organisasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 

Makassar 
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Lampiran: Wawancara bersama Informan 
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Lampiran: Dokumentasi Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, Verifikasi, 

Peninjauan, Survei Dan Pengawasan Lapangan Dalam Rangka Pemasangan 

Spanduk Pemberitahuan Penyerahan Psu Perumahan Yang Belum Dis-

erahkan Ke Pemerintah Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran: Dokumentasi Melaksanakan Pendampingan Pengukuran Lapan-

gan, Inventarisasi Dan Perhitungan Luasan Psu Perumahan Yang Dibangun 

Oleh Pengembang Dalam Wilayah Kota Makassar 
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Lampiran: Dokumentasi Melakukan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan 

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Psu Perumahan Dari Pengem-

bang Ke Pemerintah Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran: Dokumentasi Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar No-

mor 1 Tahun 2023 
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